
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah 'Nngkat n dan Kotapmja ell Sumatera Selatan
(Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Nega.mRepubUk Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaba Mikro,
Kecl.I dan Menengah (Lemberan Negara RepubUk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866):

3. Undang-Urulang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemerintahan
Daerah (Lemberan Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimena t.eJah diubah beberapa Jaili, terakhJ.r
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenta:ng
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerinta.ban Daerah meI\ladi Undang-Undang
(Lembaran Negaru RepubUk Indoneaia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneala Nomor 5677tit ~

WALIKOTA PALEMBANG,

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi d.aeTab
perlu melakuknn pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro
dan keell;

b. bahwa untuk me:nde.katkan penyelenggaraan peta.Yanan
terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan keeil, perlu
d.ilakuk.an pendelegasian wewenang kepada camat yang
terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecU:

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden
Nomor 98 Tahun 2014 tentang Puizinan Untuk Usaha Mikro
dan Kecil. pelaksana Izin Uaaba Mllao dan Keeil a.d.a1ah Camat
yang mendapalkan pendelegasian kewenan,gan dar! Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebepimana d.imaksud
daIam huruf a, huruf b dan huruf c. perlu mcnetapkan
Peraturan Wulikota tentang Pendelegaai.an Kewenangan
Pelaksanaan lzinUsahn Mikro dan KeeUkepada Camat;

WAUKOTA PALE_BANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR ~9 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEOASIAN KEWENANOAN
PELAKSANAAN lZlN USAHA MlKRO DANKECfL KEPADA CAMAT

DENOAN RAHMATTUHAN YANGMAliA ESA

Mengingat

Menimbang
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8.

7.

6.

5.

Kota adalah Kota Palernbang.
Pernerintah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang.
Walikola adalah WalikOla Palernbang.
Usaha Mikro adalah usahn produkLif milik orang perorangan
dan/utau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
usaha mikro sebagaimana diarur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Milcro Keeil dan
Menengah.
Usaha Ked} adalah usaha produktif yang berdirl aendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dar!
Usaha Menengah atau Usaha Beaar yang mernenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimans diarur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaho. Mllcro Kecil dan
MenengAh.
Izin Usaho.Mikro dart Keci! yang selanjutnya disingkat dengan
IUMK ndalah tanda legalitae kepada sesecrang atau pe1a.ku
usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro den
ked! dalam bentuk saru lembar.
Dinas Perindusuian, Perdagangandan Koperasi adnlah Dinas
Perindustrlen, Perdagangandan Koperasi Kola Pnlembang.
Carnal adalah Carnal di Jingkungan Pemerintah KOla
Palembang.
1.urah adalah Lurah rii lingkungan Pemerintah Kota
Palembang.

l.
2.
3.
4.

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

BABI

KETENTUANUMUM

Passl }

PERATURAN WALlKOTA TENTANO PENOELEOASIAN
KEWENANOANPEI..AKSANAANIZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
KEPADACAMAT

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksannan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Mencngah (Lernbaran Ncgara RcpubUk
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembarnn Negara
Republik Indonesia Nomor 5404;

5. Pcraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik
lndoneala Tahun 2014 Nomor 222);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 tentang Pcdornan Pemberian lzin Usaha Mikro dan
Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
L814);

Menelapkan



1'ujuan pernberian lUMK adalah untuk:
a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam bcrusaha di

lokasi yang telah djtclapklln;
b. mendapatkan pendampingan unruk pengembangan usaha;
c. mendapatkan kemudahan daJam akses pempiayaan ke

lernbaga keuangan bank dan non bank; dan Nt ~

Pasal5

BABUI

RUANO L1NOKUP,PRlNSJPDANTUJUAN

Pasal3
Ruang lingkup pengaturan dnlam Peraturnn Walikota ini mellputi
pemberian IUMK bag! PUMK.

Pasal4
Ptinsip pemberian IUMK adalah:
a. prcsedur sederhana, mudah dan cepat;. .
b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
c. kepastian hukum serta kenyamano.ndalam usaha.

(11 Usaha Mikromempunyai kriteria:
a. Mernlliki kekayaan bersih (asset) paling banyak

Rp.SO.OOO.OOO,OO(lima puluh juta rupiah) tldak termasuk
tanah dan bangunan ternpat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak
Rp.300.000.000,OO (tiga ratue juia rupiah).

(2) Usaha Kccilmempunyai krlteria scbagai betikut:
a, memiliki kekayaan bersih (assel) lebih dari

Rp.SO.OOO.OOO,OO(lima puluh juta rupiah) sampai dengan
palmg banyak Rp.SOO.OOO.OOO,OO(lima rarue juta rupiah)
tidak termasuk tanah dan bangunan tcmpat usaha; atau

b. merniliki hasil penjualan tahunan [omzet) \cbih dari
Rp.300.000.000,OO lugs ratus juta rupiah) sampai dengan
paling banyak Rp2.S00.000.000,OO (dua milyar lima ratus
juta rupiah).

Pasnl2

KRITERIA

BAB 11

10. Pelaku Usaha MilcroKedl yang selanjutnya disingkat dengan
PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di
lokasi yang telah dltetapkan.

11. Lokasi IUMK adalah tempat untuk mel'\inlankan usaha mikro
dan keel!yang berada di lokasi sesuai dengan domlsili pelaku
usaha.



Pasnl9

(1) PUMK mcngajukan pcnnohonan IUMK sebagaimana
dimaksud dalarn PasaJ8 ayat (3)huruI a kepadaCamat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sediklt horus melampirkan berkns permohonan aebcgnl
beriku t:

Pasal8

(1) PUMKmclakukan pendaftaran IUMK kepadaCarnal.
(2) PUMK horus mclcngkapi dan menyampalkan berkas

pendaftaran kepada Carnat.
(3) Tato oara pendaftarnn IUMK sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) rneliputi:
a. permohonan IUMK;
b. pemertkaeaanIUMK;
c. pemberian IUMKj dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

(I) Dinas Pcrindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi
dengan Carnal unruk melakukan pendataan dan menetapkan
lokasl terhadap PUMKdi wilaynhnya rnelalul Lurah.

(2) Pendataan PUMK sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:
a. idenutas PUMK;
b. lokasi PUMKyang berada dl wllayah kecamatan;
c. jcnis usaha; dan
d. besarnyamodal uaaha.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan dengan rnemperhatlkan keperulngan umum, eosiat,
budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketcrtlban, kesehatan,
kebcrsihan Iingkungan dan sesuaidengan peraiuran daerah.

(4) Apablla Pemerintah akan morelokasi ternpat usaha maka
PUMK harus plndah atau mcncari lokasi usaha yang baru
yang seSU81dengan penataan dan penetapan lokaelusaha.

BABV
PELAKSANAAN

Pasal 7

Walikota mendelegasikan kewenangan pclaksanaan 1UMK kepada
Carnat.

BABIV
PENDEI"EGASIAN KEWENANOAN

Pasa16

d. mcndaparkan kemudahan dalam pemberdayaan dan
pemerintah, pernerintah daerah dan/atau lembaga lainnya,



(1) Carnat memberikan lUMK dalam bentuk naskah 1 (satu)
lembar.

(2) Pemberian lUMK sebagairnana dlmaksud pada ayat (11
berdasarkan pendelegasian kewenangan datiWalikota kepada
Camat.

(3) Pendelegasian kewenangnn dari Wallkota kepada Carnat
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dapat pula dilakukan
kepada Lurah sesuai dengan knrakleTistik wilayah.

(4) Pemberian lUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oJeh Walikota
kepada Lurah dengan memperhatikan karaktenstik wllayah.

(5) JUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak
tanggai penerimaan surat pennohonan pendaftaran diterana,
lengkap dan benar.

(6) Pemberian lUMK kepada usaha mikro dan kecil tldak
dlkenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan Ja.innya.

Pasal12

(1) Bcntuk oaskah 1 (aatu] lembar sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) mencangkup hal-hal sebagai berikut:
a. kop surat:
b. nama izin;
c. norner suret,
d. dasar hukum;
e. detail pernohon yang terdiri dan:

1. nama.; ~2. nomor kartu tanda peoduduk; N(
3. nama usaha:

Pasal 11

PasaJ 10

(1) Carnat melakukan pemeriksaan berkaa pend.aCto.ran IUMK
(2) Ber~a pendaftaran lUMK yang teJah mcmenuhl perey~tan

meOjadl dasar pemberian lUMlC.
(3) Daiam hal berkas pendaftaran 11.1M.Xtidak rnerpenuhi

persyeraten, Camat mengembalikan berkaa agar dilengltapl.
(4) Pengembalian sebegaimana dimaksud pada Q)'J,lt (3)

dlsampaikan kepada PUMK paling lambat I (satu] harl kerja
sejak tanggal penerirnaan aurat permohonan pendaftan1n.

a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasj uaahs:
b. kartu tanda penduduk; ,
c. kartu keluarga;
d. pas rota terbaru be1'wama ukuran 4x6 cm sebanyak 2

(dua) lembar;
e. mengisi formullr yang memuat lentang:

1. nama;
2. nama yang sesuai dengan kartu tanda pendudulc
3. nomor telepon; •
4. alamat;
5. kegiatanusaha:
6. aarana usaha yang digunakan; dan
7. jurnlah modal usaha.



PUMK berhak:
a. mel.akukan kegiatan usah.a;
b. mendapatkan informasi dan aoaialisaai atau pembuitahuan

tel kait cl;::;-.g"..11 kegioton ~Crul(l; I

.~ ..-

(1) Camal dapat melakukan pencabutan IUlAK sebagaimana
d.imaksud dalam Paw 8 ayat (3) huruf d.

(2) Pencabutan IUMKsebagaimana dimaksud pada a,y&41) dapat
dilakulcnn apabUa pemegang IUM]{ melangpr tentuan
pc_:-:.~.:..-:r.~...:::~=o ~~: ..t'l~~.

I

Paaal 14

(1) Karakteristik wilayah sebagaimana dirnaksud daiam ~ 11
l\Yal(3)dan ayal (4)meUputi:
a. jumJah penduduk;
b. luaswilayah;
c. letak geografis dan topografis; dan
d. kearifan lolcal.

(2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada a.Y8t (1) huruf
a adalah jumlah manusia yang bertempat tinagal/bcrdomisili
pada SUAlU wilayah atQu daerah dan memiliki mata
pencaharian tetap di daerah itu eerta tereatat aecsra sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

(3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada aynt (1) iluruf b
ada.lah besaran ruang yang merupakan kesatuan iIr'-ograJis
be8erta segenap unaur terkait yang betaa dan sie.~a
ditentukan berdasarkan aspck administratif dan/ata~ aapek
fungsional.

(4) Letak geografis dan topogJ'8fis sebegaimana ~d oada
ayal (1) huruf c adalah letak dari suatu daetah dili.llat dari
kenyataan pada pcsial daerab itu. I

(5) Kearifan lolcal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuru! d
ndnlah suatu bentuk kearifan linglcungan yang ada d.ala.m
kehidupan bermasyarakat eli suaru daerah temPft atau
daerah.

PasaJ. 13

4. alamat;
5. nomor telepon:
6. nemor pokok wt\iib paJak;
7. bentuk usaha;
8. stiker hologram anti pembaiakan;
9. barcode; dan
10. tanda tangan Camat/Lurah.

(2) Naekah 1 [saru) lembar sebagaannna dimaksud pada ayat (1)
dapat mcnggunakan perizinan secara e1ektronik.



BABVU

PENDANAAN
Paaal19

Biaya peJekAAnaan pemberian IUMK benJumber dari Angpran
Pendapatan clan Belwlja Nepra dan Angaran Penda tan dan

BABVI

PENDAMPINGAN

PuallS

(1) Untuk kclanca:ran Pemberian IUMX ~ tI:Daga
pendamping. - - I

(2) Tenaga pe.ndamping bera.sal dati ]emhega y&Dg me:mUUd
kompen.tensi dan kemampuan untuk meJakl.lkaD r::;:
ls;yanan pengembanga.n biania1JMKM.

(3) P¥:ngangkBmn ten.aga pendamping cti.tetapkan dengan
Keputuaan Kepa1a DinaB Kopcrasi danUeaba. Kecil dllIl.Mikro
Provinsi Sumatera Selatan ata8 usulan ~ DiDaa
PerinduBtrian. Perttaganpndan Kopenusi.. I

(4) Teuaga. pendampiDg diberikan inseDtif dati aetiap Iembar
pene:rbitan IUMK yang bersumber dari dana de1«mllcntrasl.

(5) PenetapaD be8aran inaentn eebagaimaDadjmobud L)ada a;ya1
(4) ditetapkan. denpn KeputuaaD.Walilmta-

(6) Funpi pendamplnpn me1iputi:
a. fun&si motivatm;
b. f\mgsi faallitatnr; dan
c. f\mP. katalisator.

Paaal17

Paaal16

d.

mendapatlgm pembinaan dan kermutaban daJam
pemberda,yaa.n. dad Pemctintah. Pl:meol"tah KDta dim/atAu
lembega lainnya; dan I
me:ndapatkan kemudahan da1am abc8 . 1m
Iembega keuangan bank clan DOD bank.



BERlTA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 MaYOR S~

Dillndang\om diPaSembang
pada taD8BJll M "'_...... 2015
SEKRETARIS DA£RAH KOO'APALEMBANG

l!tAY~

HARNOJOYO

BABVlD

KETENTUAN PEN'U'ruP

Paaal20 I
Peraturan WaJilcota inimulaiberIaIr:u pada taDapl ditetl'lpkan.

A¥P aetiap orang JDmJgetah~ memelmtabkaA J)eI1gtmdangan
PenItu.ran Watikota in! deDgnn penmnpe~ dalam Bcrita
DaerahKota Palemb8ng.


